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PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Utj
Ed L oYy
A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang
Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:
Sutrisno bin Kasimun, NIK 1210140201920002, Tempat Tanggal Lahir
Tanjung Harapan 02 Januari 1992, Agama Islam,
Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Pelita,
RT.003, RW.002, Kelurahan Pelita, Kecamatan Bagan
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan
domisili elektronik di email:onio8932@gmail.com, No.HP:
082370844214, sebagai Pemohon I;
Ony binti Sumidi, NIK 1407057108960008, Tempat Tanggal Lahir Dsn Sapta
Marga 31 Agustus 1996, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa
Pelita, RT.003, RW.002, Kelurahan Pelita, Kecamatan
Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya
tanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ujung Tanjung pada tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor
8/Pdt.P/2024/PA.Utj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 12 Maret 2023 di Jalan Sidomulyo, RT.006, RW.003, Kelurahan
Sidomulyo, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi

Riau dengan wali nikah Bapak Pemohon Il bernama Sumidi dengan mahar
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berupa uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang
menjadi munakih (yang menikahkan) bernama Usman dengan disaksikan
oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama
Rahmad Sikam dan Sukanto;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak tercatat pada
Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat menikah Pemohon Il
belum selesai masa iddah;

3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon | dan
Pemohon Il tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il belum dikarunia anak:

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut
untuk kepastian hukum Para Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram
maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang
tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang No.
3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon
akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor
Urusan Agama Kelurahan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon | dan

Pemohon Il mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan

penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Sutrisno bin Kasimun)
dan Pemohon Il (Ony binti Sumidi) yang dilangsungkan pada tanggal 12
Maret 2023 di Jalan Sidomulyo, RT.006, RW.003, Kelurahan Sidomulyo,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
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3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam
tenggang waktu 14 hari guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang
keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke
Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il yang ternyata isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai: 81/AC/2023/PA.Utj yang dikeluarkan oleh
kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 13 Februari
2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon | dan Pemohon Il tetap pada
permohonannya dan mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya
telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah

diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung
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sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan
ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku I
Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan
oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan
Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon II telah datang
menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah
atas perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada
tanggal 12 Maret 2023 di RT.006, RW.003, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan
Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sejak menikah sampai
sekarang belum mempunyai Buku Nikah yang sangat diperlukan sebagai bukti
sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon | dan Pemohon Il dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7
ayat (4) disebutkan: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah
suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan
dengan perkara itu”;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa
surat permohonan Pemohon | dan Pemohon I, keduanya adalah pasangan
yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut
ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon |
dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah

mengajukan bukti berupa bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai yang telah
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memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal

285 R.Bg jo. Pasal 1807 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon Il resemi

bercerai dengan suami terdahulunya sejak 13 Februari 2023;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon
Il di persidangan, yang dihubungkan dengan bukti surat P.1, maka Majelis
Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal 12 Maret 2023
di RT.006, RW.003, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon | bersatus duda mati dan Pemohon I
berstatus janda cerai yang masih dalam menjalankan masa iddabh;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon | dan Pemohon I
telah ternyata terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan
mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,
menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan
rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua
orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan (2) tersebut

bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan
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kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka
22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang
dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat huruf mengatur
“dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita jika
seorang wanita berada dalam masa iddah dengan pria lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterantuan dalam Al-Qur’an surat Al-
Bagarah ayat 228 yang berbunyi:
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Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para
suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena
Pemohon Il melangsungkan pernikahan dengan Pemohon | disaat masih
menjalani masa iddah, Majelis Hakim berpendapat pernikhan Pemohon | dan
Pemohon |l tidak sah, oleh karenanya sudah seharusnya permohonan
Pemohon ditolak;
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Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalill-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Penetapan

MENETAPKAN
1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Rizal Sidig Amin, S.Sy. sebagai
Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon Para Pemohon secara

elektronik;
Hakim Anggota Hakim Ketua
ttd ttd
Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. Rizal Sidig Amin, S.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.
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Panitera Pengganti

ttd
Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses . Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5.  PNBP Surat Kuasa : Rp.
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
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